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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Tentang Anak dan Kekerasan Seksual 

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Dalam kamus besar Bahas Indonesia Perlindungan berasal dari kata 

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 

penjagaan, asilun, dan bunker.14 Beberapa unsur kata Perlindungan; 

1) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, 

merawat, menyelamatkan. 

2) Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) 

memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung). 

3) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi. 

4) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan. 

5) Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.  

6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.  

7) Melindungkan: membuat diri terlindungi.15 

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk 

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 

keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada 

korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak 

manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 

atas pemeriksaan di sidang pengadilan. 
                                                           

14 W.J.S. Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, PN.Balai Pustaka,Jakarta, 
2004. Hal. 345 

15 http//www.artikata.com/artiperlindungan.html Diakses Senin 25 Mei 2015 
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Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan 

sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang KDRT adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman 

kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan pengadilan.  

Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang 

atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang 

mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau 

kenyataan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan negara hukum yaitu negara 

yang berdasarkan negara hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya.16 

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk 

sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat 

mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka 

sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum 

(rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen).17  

Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan 

manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan 

hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. 

Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan 

surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, 

perjanjian kerja dan lain-lain.  Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan 

sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri 

                                                           
16 C.S.T. Kansil Op Cit Hal. 110 
17 Soeroso, “Perbuatan Melawan Hukum”, Alumni. Bandung. 2006.Hal. 49 
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atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat 

atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan 

hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan 

kewajiban pihak yang lain”.18  

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu 

masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang 

berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi 

ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi 

kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.19  

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif 

maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan 

kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu 

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian.20    

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara 

hukum, yaitu :21  

1. Perlindungan hukum yang preventif  

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.  

                                                           
18 Uti Ilmu Royen, “Perlindungan Hukum Umat Manusia”, Rajawali Pers. Jakarta. 2009. Hal. 

52 
19 Ibid Hal. 53 
20

 Ibid Hal. 54 
21 Ibid Hal. 55 
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2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.22  

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip 

Negara hukum. 

 

2.1.2. Pengertian Anak  

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 Pasal satu ayat (1) yang 

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas 

tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia 

dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan 

amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta 

hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, 

serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber 

daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan 

perlindungan.23 

 Anak dikelompokan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok 

sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat 

usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa 

berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik 

dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan 

pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia 

                                                           
22 Zahirin Harahap, “Bentuk Negara Hukum”, Alumni. Bandung. 2008. Hal. 24 
23 Kartini Kartono, “Psikologi Apnormal”, Jakarta: Pradnya Pramitha, 2004. Hal.35 
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delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada 

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang 

mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai 

sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti: 

1. Hukum Pidana 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: 

jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya 

ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh 

memerintahkan supaya sitersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya 

atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan 

supaya sitersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu 

hukuman. 

2. Hukum Perdata 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan 

mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang 

belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 

yang berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 

dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”. 

3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas 

usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 

7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 

tahun dan wanita 16 tahun. 
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Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas 

seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun 

bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut 

diatas maka dapatlah di simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih 

dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun 

dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka 

ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu 

untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap. 

4. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997/ Undang-Undang No.11 Tahun 

2012 

Dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, pada 

Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak 

nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan 

Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang 

menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak 

yang belum berumur18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana 

5. Undang-Undang No.4 Tahun 1979  

 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang 
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yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah penah kawin maka 

telah dianggap dewasa. 

6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 

 Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita ketemukan 

dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak yaitu  anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas tahun) termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu 

belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang tersebut masih 

dibawah umur. 

7. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu :  “Anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam 

kandungan”. 

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-

undang berbeda mengatur dan mendefenisikan tentang anak ini. Hal tersebut 

dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. 

Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang 

dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan 

dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan 

memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut. 
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Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau: 24 

a. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan 

pelanggarnya diancam dengan sanksi; 

b. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang 

berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat; 

c. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat 

melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan 

dari sipelaku perbuatan tersebut. 

 

2.1.3. Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang Tua 

Hak dan Kewajiban Anak  

Anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa 

dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan 

anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi 

serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan 

dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang. 

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong 

belaka jika tidak ada upaya aplikatif utuk merealisasikannya. Adapun upaya yang 

perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang 

pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi 

penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu 

mengalami perubahan setiap saat.25 

                                                           
24 Soedjono, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bandung; Rineka Cipta. 2002, Hal.38  
25 Kartini Kartono  , Op Cit Hal.21 
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Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun 

para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk 

memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan 

melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak 

anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:26 

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan 

berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak 

ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam 

Konvensi Hak-Hak Anak. 

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan 

nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan 

sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan . 

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan 

orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka 

memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan 

kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) 

sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang 

pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya. 

                                                           
26 Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia”, Jakarta: Rajawali 

Pers. 2012 Hal. 13-15 
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4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang 

tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk 

mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang 

tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam 

pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-

norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak. 

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8). 

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan 

bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat 

pendidikan khusus (Pasal 9). 

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan (Pasal 10). 

8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat 

dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11). 

9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 

sosial dam pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini 

dimasukan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat 

kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpatisipasi 

dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.  
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10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, 

eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, 

ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13). 

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir 

(Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan 

hubungan anak dengan orang tuanya. 

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan 

dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan 

dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur 

kekerasan dan perlibatan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam 

ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung 

dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. 

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh 

kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16). 

14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara 

manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh 

bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan 

upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan 

didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang 

tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan 
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(Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa 

bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli 

bahasa. 

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam 

hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.      

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan 

dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Pasal 46 Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan : 

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang 
baik ; 

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, 
orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu 
memerlukan bantuannya.  
 
Sedangkan kewajiban anak yang terkandung pada Pasal 81 ayat (1) dan (2)  

di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

meliputi: 

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain. 
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan 

menyayangi teman. 
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara. 
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran 

agamanya. 
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang 

mulia. 
 
Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas 

merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan 

dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka 

merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari 

perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham 
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bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai 

korbannya dalam suatu kejahatan. 

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana 

yang khususnya perkosaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus 

dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan 

kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai 

berikut 27: 

 a.     Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah : 

1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan 

dan sebagainya). 

2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat 

hukum, dan pembelaan). 

3) Mendapat kembali hak miliknya. 

4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. 

5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya. 

6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila 

melapor atau menjadi saksi. 

7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku 

(sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan 

kesejahteraan yang bersangkutan. 

8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama. 

9) Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen). 

 b.     Kewajiban-kewajiban korban adalah : 

                                                           
27

 Arif Gosita, Op Cit , Hal.58 
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1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main 

hakim sendiri). 

2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih 

banyak lagi. 

3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun 

oleh orang lain. 

4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi. 

5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan 

pembuat korban. 

6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian 

pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil 

bertahap/imbalan jasa). 

7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan 

keamanan untuk dirinya. 28  

 

Hak dan Kewajiban Orang Tua 

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, 

maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur 

dengan hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah 

umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak 

yang masih dibawah umur diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

dan Undang-undang pokok perkawinan No.1 tahun 1974 dengan judul Kekuasaan 

                                                           
28 Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia”, Jakarta: Rajawali 

Pers. 2012 Hal. 20-23 
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Orang Tua. Ketentuan hukum tentang kekuasaan orang tua dapat diperoleh dalam 

Pasal 298-329 BW. Terbagi dalam 3 bagian : 

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak (Pasal 298-306 BW) 

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak (Pasal 307-319 BW) 

3. Hubungan orang tua dan anak tanpa memandang umur anak dan tak 

terbatas pada orang tua itu saja, tetapi meliputi pula nenek pihak ayah dan 

ibu (Pasal 320-329 BW).29 

Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan kewajiban-kewajiban terhadap 

anak mereka yang sah masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga 

sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan. 30  Kekuasaan dan kewajiban 

menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama 

perkawinan berlangsung. Didalam menjalankan kewajiban, jika orang tua tersebut 

menjalankan tugasnya tidak secara wajar dan tidak sebagaimana mestinya, maka 

orang tua tersebut dapat dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua demi 

kepentingan anak-anak. Menurut Pasal 299 BW selama perkawinan berlangsung 

maka selama anak-anak masih dibawah umur adalah dibawah kekuasaan orang 

tua. Selama salah seorang dari ayah dan ibu belum atau tidak dipecat dari 

kekuasaan orang tua. 

Prinsip-prinsip Kekuasaan Orang Tua31  : 

1. Kekuasaan itu adalah kekuasaan kedua orang tua yang bersifat kolektif. 

2. Kekuasaan itu hanya ada selama perkawinan berlangsung. 

3. Kekuasaan itu berlangsung selama kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

kedua orang tua terhadap anak-anaknya masih dilaksanakan secara wajar. 
                                                           

29 Arif Gosita Op Cit Hal.72 
30 Ibid Hal. 80 
31 Ibid Hal.83 
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Menurut Pasal 300 ayat 1 pada dasarnya kekuasaan dilakukan oleh suami. 

Dalam hal orang tua bercerai kekuasaan menjadi kekuasaan perwalian. Didalam 

Undang-undang sebenarnya tidak memberikan perincian maksud disini meliputi 

semua bidang si anak seperti memberi nafkah, mengenai harta kekayaan si anak 

dan menikmati hasil dari kekayaan si anak. Dalam hal bapak tidak boleh 

melakukan kekuasaan orang tua itu maka ibulah yang melakukannya (Pasal 300 

ayat 2 BW). Sedangkan jika si ibu tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua itu, 

maka pengadilanlah yang akan menentukan atau mengangkat seorang wali (Pasal 

300 ayat 3 BW). 

Jadi sekalipun asanya itu sama, akan tetapi sesungguhnya hal itu hanya 

merupakan kesamaan diatas kertas saja, sebab menurut Pasal 300 ayat 1 BW yang 

melakukan kekuasaan orang tua itu adalah bapak. Ketentuan ini diadakan oleh 

karena ada kekhawatiran bahwa tidak aka nada persesuaian pendapatan antara 

bapak dan ibu sehingga akhirnya hakimlah yang harus turut campur. Ikut campur 

pihak ketiga ini dirasakan kurang baik. Maka dari itu ditentukan bahwa bapaklah 

yang dapat menentukan tentang pendidikan dan memberikan nafkah kepada 

anaknya. Terhadap anak-anak luar kawin wajar tidak ada kekuasaan orang tua, 

sebab tidak ada perkawinan (Pasal 306 BW). 

 

2.1.4. Pengertian Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan 

dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama 

serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan 

bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan 
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kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya 

tersebut.32 

Wahid dan Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah 

yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang 

menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah 

masyarakat. Adanya kekerasan seksual merusak kedamaian di tengah masyarakat. 

Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah 

menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.33 

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan 

seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu 

memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual 

antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan 

untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi 

eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk 

melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan 

kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang 

kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang 

dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest), dan sodomi.34 

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan adalah sebuah 

peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena 

dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias 

                                                           
32Huraerah, “Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia”. 

Cetakan I, Jakarta: Nuansa. 2008. Hal. 35 
33 Wahid, dan Muhammad Irfan, “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: 

Advokasi Atas Hak Asasi perempuan”. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama. 2007. Hal. 41 
34 Depkes RI, “Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas 

Kesehatan”. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. Hal. 78 
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gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan perkosaan atau kekerasan 

seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam: mulai dari sekedar 

menyuiti perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah 

sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang 

sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak 

kekerasan seksual berupa perkosaan.35 

Pada awal mulanya, istilah tindak kekerasan pada anak (child abuse) 

berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Pada tahun 1946, Caffey, 

seorang radiologist, melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti 

patah tulang panjang yang majemuk pada anak atau bayi disertai perdarahan 

subdural tanpa mengetahui sebabnya.36 

Kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah peristiwa perlukaan fisik, 

mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai  

tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak Contoh paling jelas tindakan 

kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara 

fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu 

disadari bahwa child abuse sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau 

penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi 

melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual (sexual assault), pemberian 

makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian 

pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (medical 

abuse).37 

                                                           
35 Suyanto Op Cit Hal. 33 
36 Suyanto, “Masalah Sosial Anak”. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, 

Prenada Media Group 2010. Hal. 24 
37 Ibid Hal. 26 
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Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, 

tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis 

dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah 

menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras 

dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku 

yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual 

yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang 

lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut 

menikmati peristiwa laknat yang menimpanya itu.”  

Selama ini, seringkali ada anggapan seseorang dengan orang lain itu 

berbeda dalam mengartikan suatu tindakan pelecehan seksual itu termasuk 

dilakukan “suka sama suka atau tidak”, “memaksa atau tidak”, “mengancam atau 

tidak”. Ironisnya dalam hal ini adalah sering kali suatu tindakan yang menurut 

definisi di atas termasuk „tindakan kekerasan‟ namun masyarakat atau bahkan 

perempuan sendiri tidak merasa yang dirinya mengalami tindak kekerasan 

seksual, misalnya perkosaan dalam perkawinan (marital rape), perkosaan saat 

kencan (dating rape), perkosaan karena dieksploitasi (exploitation rape), dan 

sebagainya.38 

 
2.1.5. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak  

Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan kejahatan kesusilaan atau 

kesopanan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi tidak 

seorangpun dapat memberikan balasan yang mutlak tentang faktor utama 

timbulnya tindak pidana tersebut. 

                                                           
38 Ibid Hal. 35 
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 Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab 

timbulnya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak  dapat ditinjau 

dari berbagai aspek antara lain :39 

1. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari 

seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang 

dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Adapun faktor-

faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini 

yang digolongkan kepada faktor intern adalah: 

a. Merosotnya Iman / Kepercayaan 

Sejak dahulu kita telah mempunyai iman/kepercayaan yang selanjutnya 

disebut dengan akhlak. Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang 

menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun 

makhluk lainnya yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang 

dapat menentukan mana hal-hal yang baik yang terpuji atau tercela untuk 

dipedomani manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. 

Adapun yang dapat menetukan perbedaan nilai-nilai baik atau buruk ini akan 

dapat menciptakan adanya penghargaan atas sebahagian besar dari hak asasi 

manusia. Kemerosotan akhlak dari individu dalam masyarakat tidak lagi 

mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang 

belaku tetapi telah menjurus kepada peningkatan aturan-aturan yang berlaku. 

Dengan adanya kemerosotan akhlak atau iman walaupun bagi mereka 

yang telah dewasa, jika tidak mempunyai iman pada mulanya dari sejak kecil 

                                                           
39 Ibid Hal. 39 
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tidak disadari oleh ajaran agama dengan baik maka pastilah orang yang seperti itu 

akan mudah goncang atau terombang ambing. Orang seperti ini akan mudah 

dirasuki iblis jahat yang akhirnya berbuat tindak kejahatan, termasuk kejahatan 

yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu melakukan tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak dibawah umur. 

Fondasi ajaran agama yang tertanam dengan baik di dalam setiap jiwa 

insan manusia akan membuat pola pikir seseorang itu jadi terkontrol dan segala 

tindak tanduknya tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bisa 

dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu 

menimbulkan banyak ketakutan, kecemasan dan kebingungan. Dan sebagai 

akibatnya sering timbul agresivitas dan sifat asosial yang mudah menjerumuskan 

manusia kepada kejahatan-kejahatan. Jadi dengan adanya berbagai kemerosotan 

akhlak atau moral terhadap seseorang itu tentu saja dapat menimbulkan suatu 

kejahatan.   

b.  Psikologis 

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami 

oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan 

dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang 

akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa. 

Ada beberapa gangguan psikologis yang dialami oleh pria yang sudah lanjut 

usia (tua), akan tetapi yang menjadi pokok uraian adalah gangguan kejiwaan 

dimana pria dewasa tidak mau menerima dirinya sendiri sebagai orang yang sudah 

lanjut usia.40 

                                                           
40 Ibid.Hal.66 
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Telah diketahui bahwa ciri utama dari pada orang yang sudah lanjut usia yang 

sangat menyolok adalah perubahan jasmani atau fisik. Kalau dulu kulitnya halus 

maka sesudah tua hal itu menjadi kasar dan mengkerut, kemudian kalau dulu 

rambutnya hitam maka sesudah tua akan berubah menjadi putih ataupun beruban. 

Memang demikianlah hukum alam yang berlaku tidak dapat dielakkan oleh 

siapapun. Akan tetapi selalu ada-ada saja manusia ini yang tidak mau menerima 

begitu saja kenyataan ini. Banyak diantara pria dewasa berusaha untuk lari dari 

kenyataan itu dengan mencoba menutupi dirinya agar tidak nampak tua, dengan 

cara tertentu seperti berpakaian yang sangat mencolok dengan busana yang bagus-

bagus yang dari segi usia tidak pantas lagi. 

Adanya sikap pria dewasa yang tidak mau menerima realita kehidupan itu 

dengan cara melindungi dirinya secara berlebihan akan berbahaya sekali dan akan 

mudah timbul perbuatan-perbuatan yang menyimpang, hal ini karena ia pada 

dasarnya menganggap dirinya masih muda, hebat dan perkasa. Ia beranggapan 

belum ada penurunan kemampuan termasuk kemampuan sexsuil. Akibat dari pada 

adanya anggapan-anggapan itu maka ia akan menyesuaikan diri terhadap orang 

yang masih muda atau yang lebih muda yang dianggapnya sebaya dengan dirinya 

sendiri. 

Untuk melampiaskan dan menunjukan kepercayaan sexualnya yang dianggap 

masih paten, biasanya mencari gadis-gadis remaja yang masih muda, belia atau 

anak-anak yang bila dilihat dari segi usianya pantasnya menjadi anaknya atau 

cucunya. Ia tidak melakukannya kepada istrinya sebab ia beranggapan bahwa 

istrinya sudah tua atau tidak mampu lagi melakukan hubungan sexual. 
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Ia cenderung memilih wanita yang masih dibawah umur karena ia 

beranggapan anak seusia tersebut gampang untuk dirayu dan kondisi fisiknya 

masih lemah. Dan selain itu pula dengan menodai anak yang masih dibawah umur 

menurut pikirannya akan jauh dari segala resiko yaitu si anak atau siperempuan 

tersebut tidak akan hamil. 

Sebenarnya pria dewasa tersebut ingin juga melakukan hubungan sexual 

dengan wanita yang sudah dewasa, akan tetapi wanita yang sudah dewasa secara 

umum lebih mengerti dan tidak dapat dibohongi begitu saja dan sudah tentu akan 

menanggung segala resiko yaitu hamil. 

c. Kelainan Sexual Pria 

Kelainan sexual adalah merupakan penyimpangan sexual dari yang biasanya. 

Penyimpangan sexual ini disebut dengan sex abnormal atau abnormalitas sexual. 

Keadaan sexual ini tidak terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih 

dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal didalam tubuh dan sebagainya. 

2. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang 

itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-faktor ekstern 

yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 

dibawah umur adalah sebagai berikut: 

a. Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat 

Seperti kita ketahui bahwa kita yang hidup di Negara Bagian Timur ini 

adalah merupakan masyarakat heterogen dengan adat istiadat yang beraneka 

ragam, itu kemudian dipengaruhi oleh adat istiadat yang datangnya dari luar yang 

mengakibatkan adanya pembauran adat istiadat tersebut. Sebagai konsekuensinya 
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maka terjadilah pergeseran nilai-nilai moral.41 Akibat dari pada adanya pergeseran 

nilai-nilai moral itu maka setiap suku yang tadinya memegang adat istiadat akan 

menciptakan penilaian yang berbeda sebelumnya, bahkan sangat jauh berbeda. 

Kalau dulu seseorang menilai sesuatu itu adalah sangat jelek maka dengan 

adanya perubahan nilai kemudian ia menyebutkannya baik. Misalnya saja pada 

masyarakat batak, berpakaian hanya dengan mengenakan pakaian dalam saja hal 

ini merupakan suatu hal yang terlarang, akan tetapi setelah masuknya budaya-

budaya dari luar nilai-nilai kebudayaan asli tersebut telah mulai berubah. Hal ini 

dapat terlihat dengan banyaknya pakaian-pakain wanita yang berbentuk mini. 

Perubahan apa yang disebutkan diatas akan menciptakan adat yang baru 

(budaya baru) atau paling tidak akan merangsang pertumbuhan kebiasaan-

kebiasaan baru, yang dianggap oleh sebagian orang sudah lebih cocok atau pantas. 

Kalau demikian halnya terjadilah tingkah laku yang menyimpang dari pada yang 

sebelumnya. 

Pada saat sekarang ini menurut pengamatan penulis hal seperti ini sudah 

banyak terjadi, banyak diantara muda-mudi yang melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah dan juga orang yang sudah lanjut usia banyak melakukan 

hubungan seksual dengan wanita yang masih dibawah umur. Dan bahkan sering 

kita lihat pula banyak pasangan muda-mudi telah melakukan hubungan badan 

tanpa ikatan tali perkawinan yang syah dan tinggal serumah (kumpul kebo). 

Orang yang sudah lanjut usia tersebut yang mau melakukan perbuatan 

seperti itu umumnya adalah mereka yang pada usia muda telah terpengaruh atau 

sudah pernah berhubungan hal seperti itu. Atau dengan kata lain mereka ini sejak 

                                                           
41 Zakiah Darajad,”Membina Nilai Moral Indonesia”, Bulan Bintang.2005. Hal.16 
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mudanya sudah merosot moralnya atau kesusilaannya jadi telah terbiasa 

melakukan perbuatan yang terlarang oleh norma-norma yang berlaku ditengah-

tengah masyarakat. 

b. Kesengsaraan 

 Mengenai kesengsaraan bukanlah hal yang baru lagi bagi kita dengar, akan 

tetapi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Sejak dahulu banyak para 

ahli yang menyatakan bahwa kesengsaraan adalah salah satu faktor penyebab 

timbulnya kejahatan.“Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama 

dari timbulnya kejahatan”.42 

 Kesengsaraan yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah kesengsaraan 

untuk menyalurkan nafsu biologisnya. Jadi adapun penyebabnya seseorang pria 

yang telah berdewasa melakukan kekerasan seksual terhadap wanita di bawah 

umur ini adalah karena kesengsaraan, dimana kesengsaraan itu timbul karena 

beberapa faktor penyebabnya, yaitu : 

1) Istrinya tidak ada lagi/meninggal 

Seseorang yang sudah tua tidak mempunyai istri karena tidak kawin atau 

ditinggal oleh istri baik karena cerai atau karena meninggal dunia, tentu ia akan 

mengalami kesengsaraan dalam banyak hal, yang salah satunya adalah 

kesengsaraan tidak dapat menyalurkan nafsu biologisnya. Ia tidak mempunyai 

teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan/keinginan biologis itu. Jika kalau 

hal ini bertahan terus, apabila ia tidak kawin maka bisa terjadi akibat fatal, yakni 

mungkin berusaha mencari teman untuk melampiaskan nafsu biologisnya dan 

biasanya adalah wanita-wanita yang masih muda yang menjadi sasaran. Hal ini 

                                                           
42 W.A Bonger,”Pengantar Kriminologi”, Armico, Bandung,1994.Hal.20 
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ditunjukkan kepada wanita yang masih muda karena ia menganggap mampu 

melakukannya tanpa mengandung resiko seperti wanita itu tidak akan hamil. 

2) Istri Tidak Mampu Lagi Memberikan Kepuasan 

Laki-laki sebagaimana kita ketahui masih tetap mampu melakukan hubungan 

seksual tidak ada batas umur yang membatasinya, hanya saja pada penurunan 

kemampuan untuk melakukan hubungan sexual itu. Sementara wanita apabila 

sudah berusia 45-50 tahun akan mengalami menopause, tidak mampu lagi untuk 

berproduksi. 

Karena menopause ini, banyak para pria tidak senang melihat istrinya karena 

ia menganggap bahwa istrinya itu sudah tidak mampu memberikan kebahagian 

seksual. Dia beranggapan bahwa setiap hubungan seksual yang dilakukan tidak 

ada gunanya dan tidak memberi kepuasan. Disamping itu penyebab lainnya adalah 

istri kurang sehat, ada gangguan penyakit yang melarang untuk melakukan 

hubungan seksual. 

3) Istri Bepergian Untuk Sementara Waktu 

Hal ini juga adalah salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak. Dia tidak mampu menahan nafsu biologisnya walau barang 

sejenak, walaupun istrinya hanya bepergian sementara waktu. Karena ketidak 

mampuannya untuk menahan nafsunya ia akan berusaha untuk melampiaskannya 

dengan berbagai cara mencari wanita-wanita yang masih muda dan dibawah umur. 

c. Adanya Kesempatan 

Sudah lama kita ketahui bahwa adanya kesempatan adalah satu penyebab 

timbulnya kejahatan sexual, seperti banyak kejadian-kejadian yang sering kita 

dengar ditengah-tengah masyarakat. 
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Pada saat sekarang ini Kotamadya Medan sering kita dengar kasus-kasus 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap wanita. Dari kasus-kasus yang ada 

sepanjang pengamatan penulis terjadinya tindak pidana kekerasan seksual adalah 

disebabkan adanya kesempatan bagi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak. 

Pelaku untuk melakukan perbuatan biasanya melihat situasi ada orang atau 

tidak, jika tidak ada orang atau keluarga sikorban misalnya dirumah maka saat 

itulah ia secara diam-diam datang untuk melakukannya. Atau saat mana si korban 

sedang sendirian berjalan-jalan diluar dan sebagainya. 

d. Adanya Daya Rangsangan Dari Korban 

Gadis-gadis remaja secara sadar atau tidak sadar sering tidak memperdulikan 

cata berpakaian yang rapi dan sopan. Mereka sering mempergunakan pakaian 

yang cukup merangsang minat kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk 

melihat bentuk tubuh wanita tersebut. 

Akibat adanya rangsangan itu, sementara nafsu-nafsu birahi sudah tergoda maka 

keadaan itu akan terbayang dalam pikirannya, oleh sebab itu timbulah niat untuk 

melakukan perbuatan yang tercela itu yakni melakukan tindak pidana kekerasan 

seksual. 

Terjadinya kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh berbagai faktor 

yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhinya demikian kompleks, 

menurut,43  kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal 

yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi 

keluarga dan masyarakat, yaitu:  

                                                           
43Suharto, “Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial”. Bandung: Lembaga 

Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial.  2007. Hal. 42  
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1. Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah 

laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamental lemah, 

ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang 

dewasa. 

2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, 

banyak anak.  

3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, 

ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak 

mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.  

4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik 

anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, 

anak yang lahir di luar nikah. 

5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang 

tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan 

emosional dan depresi.  

6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami 

perlakuan salah cenderung akan memperlakukan salah anak-anaknya.  

7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya 

tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, 

pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham 

ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme 

kontrol sosial yang stabil.  

Multifaktor diyakini oleh banyak ahli dalam memandang penyebab 

terjadinya kekerasan seksual pada anak. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan 
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tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang 

rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan 

pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses 

oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain.44 

Psikologi lingkungan memandang bahwa setting lingkungan suatu 

masyarakat tidak hanya berpengaruh secara fisik tetapi juga secara psikologis dan 

sosial bagi masyarakat yang menempatinya. Setting lingkungan dapat meliputi 

tata ruang secara fisik, kepadatan, ketersediaan ruang publik, ruang personal, 

hingga menyangkut privacy pada setiap orang. Setting lingkungan yang ideal 

hendaknya memperhatikan berbagai dimensi kebutuhan masyarakat yang 

menempatinya. Setting lingkungan yang tepat tentunya akan mendukung 

kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebaliknya, setting 

lingkungan yang kurang tepat akan mengurangi kesejahteraan masyarakatnya dan 

menghambat berbagai proses yang seharusnya dialami. Anak-anak merupakan 

salah satu pihak yang menempati suatu lingkup sosial. Pada usianya, mereka 

sedang mengalami proses tumbuh kembang yang sangat pesat baik secara fisik 

maupun psikologis. Setting lingkungan yang tepat akan sangat mendukung proses 

tersebut. Sayangnya, saat ini di Indonesia masih begitu banyak dijumpai 

lingkungan yang tidak berpihak pada tumbuh kembang anak secara sehat, namun 

justru menempatkan anak pada kondisi penuh resiko. 45 

 

 

 

                                                           
44 Ibid Hal. 45 
45 Suyatno Op Cit Hal. 40 
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2.2. Kerangka Pemikiran 

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi 

yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual studi kasus 

pada Pengadilan Negeri Medan dengan menganalisis putusan terkait yaitu 

kekerasan seksual terhadap anak yaitu Putusan No. 333/Pid.B/2014/PN.Mdn 

untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, dan untuk 

mengetahui penerapan Undang-undang Perlindungan anak terhadap anak korban 

kekerasan seksual yang merupakan alasan penulis mengambil judul tentang 

kekerasan seksual terhadap anak. Alasan pemilihan judul skripsi ini dikarenakan 

anak sebagai penerus bangsa harus mendapat perlindungan khusus dari pihak 

keluarga maupun pemerintah untuk dapat tumbuh kembang dan menjadi generasi 

bangsa yang layak menjadi seorang pemimpin. Dikarenakan terlalu banyak kasus 

tindak pidana yang berkaitan dengan anak dibawah umur yang seharusnya dapat 

dihindari dan dicegah agar tidak semakin luas terjadi dikalangan masyarakat. 

 

2.3. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, 

tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa 

sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin 

mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan 

peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada 
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cukup  data untuk membuktikannya.46 Adapun hipotesis yang diberikan dalam 

rumusan masalah diatas adalah: 

1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa pemerkosaan,  

pencabulan dengan unsur ancaman dalam hal ini pada Putusan No. 

333/Pid.B/2014/PN.Mdn kekerasan seksual yang dialami anak iyalah korban 

melakukan hubungan seperti suami istri dengan Cara pelaku memasukkan 

kemaluan pelaku kedalam kemaluan korban sehingga mengeluarkan sperma 

di dalam kemaluan korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dari 

tahun 2012 sampai 2013 dengan adanyaancaman agar tidak bercerita kepada 

orang lain, jika korban bercerita kepada orang lain pelaku akan memukul 

korban, sehingga korban tidak dapat berbuat apapun. 

2. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak sebagai korban 

kekerasan seksual yaitu Mencakup Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

sangat diutamakan untuk Perlindungan anak sebagai korban kekerasan 

seksual. Melindungi dan mengutamakan kepentingan anak sebagai korban, 

mengutamakan pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan Peraturan 

khusus tentang Undang-Undang Perlindungan anak. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46  Bambang Sunggono.“Metodologi Penelitian Hukum”, PT.Raja Grafindo 

Persada, Jakarta.2011.Hal 109 
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